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Proses Perumusan Fikih Agraria
1. Seminar Nasional  PEMBARUAN DAN TATA KELOLA AGRARIA (Perspektif Islam dan Keindonesiaan), Kamis;19 Desember 2019, 

Amphitarium, Lt. 9 Gedung, Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Lingkar Selatan Yogyakarta; Asisten Menteri ATR/ Kepala BPN  sebagai 
Pembicara kunci Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, Dr Andi Tenrisau . Dari unsur aktivis agraria akan hadir Sekjen Konsursium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi 
Kartika. Narasumber dari unsur akademisi akan hadir Dr. Imran Ilyas dan Antropolog Dr Yando Zakaria. Adapun Narasumber dari 
kalangan ulama akan hadir dari Nahdatul Ulama Dr. Sohibuddin dan Wawan G. Wahid, Lc., MA, dari Majelis Tarjih PP 
Muhammadiyah. Hasil : Materi dan referensi sebagai bahan penyusunan Draft Fikih Agraria

2. Januari – Februari 2020 Penyusunan Rumusan Draft Fikih Agraria oleh Tim Penyusun (Divisi Publikasi dan Kerjasama MTT PP 
Muh). Hasil : Drat Rumusan Fikih Agraria I

3. Halaqah Pra Munas tentang Fikih Agraria, Islamic Center, 29 Februari 2020. Pemateri: Dr. Moh. Soehadha & Tim Penyusun

Fikih Agraria, Pembahas Ahli : Dr. Totok Dwi Diantoro (Hukum Lingkungan UGM), Pembahas unsur-unsur Pimpinan PP Muh,  
MTT PP Muh, Pimpinan Wilayah Muh, Akademisi, NGO,

4. Maret – September 2020; Perbaikan Draft Fikih Agraria . Tim Penyusun Divisi Kerjasama dan Publikasi MTT PP. Muh
5. 3 Oktober 2020. Konsinyering Materi Munas Tarjih ke-31 tentang Fikih Agraria. Pembahas Utama: Dr Busyro Muqodas, 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, Dr. Hamim Ilyas, Unsur MTT PP Muh lainnya. Hasil; Penambahan data kritis tentang masalah agraria di 
hulu (Busyro M), narasi: normative-provokatif-edukatif, sistematika tulisan yang ‘mengalir dan tdk kaku, tambahan: metode-

pendekatan-kerangka konseptual (Hamim Ilyas), berangkat dari problem ttg “Negara ingkar agrarian”, Thesis: Tanah anugerah
Allah untuk penjagaan Jiwa/ kesejahteraan rakyat (Prof Syamsul)

6. 6. 10 Oktober- 10 November 2020. perbaikan rumusan draft dengan membongkar sistematika, penambahan metode dan
kesimpulan, dll.

7. Sabtu; 16 November 2020., audiensi di Pusat Tarjih, pembahas: Dr. Shohibuddin dan generasi muda Muhammadiyah. 
8. Pembahasan Sidang Komisi dan Pleno Munas Tarjih ke-31; November-Desember 2020



Latar Belakang

• Tanah sumber penghidupan, tempat bercocok tanam, identitas individu dan kelompok, dan
sumber kekuasaan.

• Di atas tanah manusia bertempat tinggal dan melangsungkan hidupnya

• Dalam banyak komunitas budaya “tanah” identik “bumi”, dan “bumi” dikiaskan sebagai “ibu”. 

• Tanah yang identik dengan bumi, dan dikiaskan sebagai ibu menemukan relevansinya dalam
perspektif Islam, karena manusia diciptakan dari tanah. (Q.S. Shaad (38) ayat 71)
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• Nabi sangat peduli dengan problem agraria; tegas terhadap perampasan tanah, dan peduli
terhadap “tanah mati”—harus dihidupkan

• UU PA No. 5 Tahun 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/ UUPA. 

• UUPA tonggak pembaruan agrarian; memuat transformasi hukum agraria masa kolonial menuju
hukum nasiona, mengakhiri feodalisme dg membatasi penguasaan lahan, distribusi kepemilikan
bagi petani, merupakan wujud pelaksanaan pasal 33 UUD 1945. 

• Sejak masa Orde Baru hingga masa Reformasi, UUPA tersebut masih dipetieskan.

• Konflik agrarian terus terjadi, Negara Agraris Ingkari Agraria



URGENSI (1) 
RELIGIUSITAS MUSLIM & MUHAMMADIYAH

•Kontekstualisasi Islam menjawab kebutuhan Riil 
(Hajat Hidup)  Umat

• Tuntunan Umat, Masyarakat Muslim, 
Penyelenggara Negara 

•Kontribusi Muhammadiyah untuk Indonesia 
dalam Mendorong Pembaruan dan Tatakelola
Agraria sesuai Konstitusi dan Nilai-nilai Islam.



URGENSI (2)

I N D O N E S I A
1. Pertanian & Swasembada Pangan; Belum tercapainya swasembada pangan dan

pembangunan pertanian, swasembada hanya tahun 1984 melalui “revolusi hijau” yg 
banyak menuai masalah. Setiap Tahun 150rb-200rb ha sawah konversi menjadi lahan 
non sawah (Sofyan Jalil, Detik3/4/2018), program food estate?

2. Pelestarian Lingkungan; Rusaknya ekosistem dan problem lingkungan; 10 terbesar
rusaknya hutan tropis (WRI, 2018), Perilaku buruh pengusaha/HGU. 

3. Konflik Agraria yang terus terjadi; 1769 kasus (2015-2018, sumber KPA), 35% 
melibatkan korporasi

4. Masyarakat Adat dan Kebudayaan; Kearifan lokal (etika ekosentris) yang terancam, 
Terpinggirnya komunitas adat beserta tata nilai budaya bangsa, 

5. Krisis Pedesaan; urbanisasi, konversi lahan, redupnya aktivitas ekonomi, 
pembangunan bias kota

6. Perumahan dan Akses Ruang Publik. Minimnya akses masyarakat terhadap
perumahan yg layak dan ruang publik yg memadai.



Ruang Lingkup

1. Pemikiran: fikih agraria berisi konsep, pengertian, teori agraria serta
penerapannya dalam konteks keIndonesiaan.

2. Gerakan: fikih agraria sebagai spirit membangun tata kelola agraria yang 
berkemajuan, adil, dan berpihak pada hajat hidup rakyat.  “Teologi
Pembebasan” di bidang agraria. 

3. Etos; rumusan fikih ini berisi tentang nilai-nilai, etika, dan kearifan dalam
mengelola agraria dan berbagai aspek yang melingkupinya berdasarkan ajaran
Islam.



Metodologi
• Basis ideologi Muhammadiyah MKCH; Dakwah amar ma’ruf nahi munkar berdasarkan al-Qur’an & 

sunah sahihah.

• Pendekatan melibatkan tiga aspek:

1. Merespon Problem Agraria di Indonesia dengan Nas-nas Syari’ah (al-Qur’an & as-Sunah) --- Bayani

2. Ilmu Pengetahuan: --- Burhani

a. Ekologi : paradigma ekologi mendalam (B. Daval & Sessious) --- ekopopulistik 

(Witter & Bitmer, 2005)

b. Hukum : Nasional dan Adat: problem hulu

c. Sosio-Antropologi : problem hilir

d. Sosial-Ekonomi-Pertanian

3. Irfani : Kepekaan Nurani mencari solusi atas problem agraria di Indonesia, dengan berpihak pada
masyarakat bukan sebagai korban semata, tetapi juga subyek yang memiliki inisiatif dan aktif.

Tanah adalah anugerah Allah sumber hajat manusia dan seluruh makhluk yang harus dimanfaatkan 
manusia dg 3 prinsip: membangun, melestarikan, dan memanfaatkan secara bijak untuk kemaslahatan 
seluruh alam.



Kerangka Konseptual

• Sejarah hukum Romawi XVII; tata Kelola, distribusi tanah

• Ager (latin) = Acre (inggris) : sebidang tanah..berakar Aggrarius  (Latin): yang 
berkaitan dengan tanah, pembagian atas tanah (umum), bersifat pedesaan.

• Tanah/ Ager dalam ragam bahasa lokal berbagai komunitas budaya lokal identik
dengan “ibu”, umang, umai, uma, muh, humai

• Tanah : permukaan bumi, tubuh bumi, bawah bumi

• Tanah= Ruang dalam UUPA; ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi

Al-Qur’an :

Tanah = Ardun (408 x), Turabun (14 x), Thinun (12 x)   



Tanah dalam Ragam Komunitas Budaya

• Dalam penelitian Soehadha (2018: 126), tanah yang dikiaskan
dengan ibu sebagai sumber kehidupan, ada dalam banyak varian
ragam bahasa lokal. 

• Di Kalimantan, tanah atau bumi tempat tumbuhnya tanaman
peladangan disebut dengan umang, uma, umai, atau huma. Orang 
Bakati menyebut tanah peladangan sebagai uma, orang simpang
menyebut dengan muh. 

• --- coba bandingkan dengan “ummi (arab)=ibu”

• Menurut Ukur (1971:25; Soehadha, 2018: 126), istilah uma untuk
menyebut tanah atau lahan (peladangan) ini dipengaruhi oleh
konsep ketuhanan dalam Hindhuisme, menunjuk kepada kesatuan
semesta, yakni trimurti Brahma, Wisnu, dan Syiwa. Dengan
mendasarkan pada pendapat tersebut maka, tanah pada hakikatnya
adalah sumber kehidupan yang berasal dari penguasa semesta.     



Tanah sebagai Pemenuhan Kebutuhan Dasar/ 
Fungsi Tanah  dalam Al- Qur’an

1. Asal-usul Penciptaan manusia ( Q.S. As Sajdah: 7, Shaad:71)

2. Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman/ pertanian (Q.S. Al A’Raaf: 
58)

3. Bahan membuat Bangunan (Q.S. Al Qashas : 38)

4. Sebagai Ruang Publik, tempat berkumpul yg hidup maupun mati (Al 
Mursalat : 25).



Problematika & Teori Agraria dalam Lintasan 
Sejarah Islam

• Dapat dirunut dr peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah.

• Sebagai pendatang, menentukan masjid sebagai tempat & institusi

• Membagi secara adil lahan termasuk untuk non muslim: pemukiman, cocok tanam, dan aktivitas
perekonomian.

• Masa Abu Bakar : Meneruskan Nabi, pembagian tanah rampasan perang, distribusi lahan secara 
adil 

• Umar Bin Khattab : Menyesuaikan konteks zaman, Rampasan perang bukan untuk tentara tetapi
untuk Negara (bait al-tamwil), lahan & ekonomi tetap dikelola oleh musuh yang ditaklukkan, 
hasilnya membayar pajak kepada Negara, hasil pajak untuk membayar gaji tentara. Rampasan 
perang di Mesir & Irak tetap dikelola pemiliknya dan harus membayar pajak ke baitul mal.



Problematika & Teori Agraria dalam Lintasan 
Sejarah Islam (2)

1. Tanah Pemberian Penguasa atau Negara (Iqta’); diberikan penguasa 
terhadap mereka yang tidak meiliki tanah, bisa dengan cara penaklukan, 
negara memiliki kewenangan membatalkan jika strategis untuk rakyat 
bukan untuk perseorangan.

2. Menghidupkan Tanah Mati menurut Abu Ubaid ada tiga : 
• Cara pertama, seseorang mendatangi tanah tidak bertuan lalu dia kelola tanah itu 

dan ia kembangkan.
• Cara kedua, ada orang kedua yang datang kemudian yang mengembangkan usaha 

pertanian dan membangun rumah di tanah itu. Dengan cara ini orang yang datang 
kedua bermaksud mengambil alih hak pengelolaan dan hak pembangunan yang 
dilakukan sebelumnya. 

• Cara ketiga, seseorang memberikan tanda dengan cara-cara tertentu yang biasa 
dijadikan sebagai tanda kepemilikan. Dia tidak mengelola dan membangun sesuatu 
di atasnya. Orang lain pun tidak ada yang berani mengelola tanah itu kerana ada 
tanda kepemilikan.

3. Pemeliharaan tanah mencakup Rumput dan Air; Hak dersama di antara 
sesama manusia adalah air, padang rumput dan api.



Ringkasan: Cara Memperoleh Hak Pengelolaan Tanah dalam Islam

1.Ihya’ : mematok lahan dan dikelola sesuai fungsinya;
a. Madzab Syafi’i: berhak meski tanpa izin pemerintah, 

b. Imam Abu Hanifah: boleh dengan izin pemerintah, 

c. Imam Malik : Jika di daerah tidak penting bisa tanpa izin, jika daerah

penting harus izin.

2. Iqtha’ : Pemerintah memberi jatah, bisa untuk dimiliki bisa pula hanya untuk

dimanfaatkan. a) untuk tempat umum : I’thaq irfaq, b) memberi jatah

lahan mawat (tanah yg belum pernah dimanfaatkan)

3. Hima : Penetapan suatu kawasan oleh pemerintah untuk kawasan lindung yang 
fungsinya untuk kemaslahatan umum, setelah menjadi hima al mawat
tidak boleh seorangpun memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.



Sejarah Agraria Indonesia

• Prasejarah : berburu dan meramu, nomaden, tidak ada kepemilikan tanah
permanen

• Feodalisme ; Masa Kerajaan, raja sebagai wakil Tuhan memiliki kekuasaan penuh, 
rakyat mengelola memberi bulubhekti-glondong pengareng-areng.

• Masa Kolonialisme : Perusahaan asing dan pemerintah kolonial bekerjasama
mengambil alih kekuasaan raja-raja, landrente, cultuur stelsel dg praktek tanam
paksa, Agrarische Wet (1870),

• Kemerdekaan : UU No.5 Th. 1960 (UUPA)

• Orde Baru - kini.. Meski konstitusi mengatur sumber agraria, tapi praktek
Kapitalisme Negara-Korporasi Masif   



Nilai-nilai Dasar Islam (al-Qiyam al-Asasiyyah) Terkait Agraria 

1. Al-Qiyam al-Ilahiyyah (Nilai Ketauhidan) At-Tauhid; semua milik Allah SWT Bersifat mutlak dan total. Allah 
memberi kepercayaan pada manusia untuk mengelola bumi. 
(QS. Ali Imran(3) : 189; al-Nahl (16): 49..dst).

Nilai Ketauhidan mencakup 4 aspek: a).Kemakmuran, b).Kesejahteraan, c). Kedamaian, d).Kebahagiaan.
2. Al-Akhlaq al-Karimah: Taqwa dan Ikhsan (akhlak karimah) inti ajaran Islam (Q.S Al-Nahl: 129). Manusia 
dengan anugerah akalnya memiliki tanggungjawab moral memakmurkan alam (Q.S. Shad: 26), dst… terhadap 
sumber agraria sebagai kewajiban kekhalifahan, namun pemanfaatan tetap dalam batas tertentu.

Nilai Akhlak yang terpuji mencakup 3 aspek: a). Persamaan, b). Kebebasan—akses dg etika ekosentris, c). 
Kerjasama, 

3. Kemaslahatan, kemudharatan harus disingkirkan. Pemanfaatan dengan kepedulian sosial, mau berbagi demi 
kemaslahatan. Menetapkan dan menerapkan hukum di antara manusia secara adil (Q.s al-Nisa: 58)
4. Keadilan, (Q.S. Al Hujurat: 13) tercermin dalam proses pembuatan hukum, penegakan hukum, menjamin 
proses pemerataan kesejahteraan rakyat, solidaritas umat, dan kebangsaan. Dst..lihat hal 61
5. Kemanusiaan—menjaga jiwa dan kemuliaan, lihat hal 64
6. Musyawarah, (Q.s ali Imran : 59): mengutamakan harmoni dalam pengelolaan agraria… dst… lihat hal 67



Prinsip-prinsip Umum (al-Ushul al-Kulliyyah) Terkait Agraria

1. Kepemilikan; (Hak Milik dan Fungsi Sosial tanah) ; Allah pemilik mutlak seluruh alam termasuk sumber-
sumber agraria, dan manusia dibenarkan memiliki kekayaan agraria secara normatif dalam rangka
mengembangkan tanggung jawab untuk memanfaatkan, merawat, dan menjaganya dalam rangka
beribadah kepada Allah. (Al Hadid: 17; Al Baqarah: 22). Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010 berisi 
kedaulatan rakyat atas sumber agraria.

2. Produktivitas: kepedulian untuk menghidupkan tanah-tanah mati, menghindari pemborosan (Q.s. al-Isra: 
27)

3. Islah: membangun harmoni (qs. Al-Anfal: 1), terutama dalam penyelesaian konflik berdasarkan norma
hukum, mufakat-kekeluargaan-gotong royong, adat.

4. Regulasi yang  Berkeadilan : Mengatasi monopoli, oligharki dan kapitalisasi agraria untuk kepentingan
pribadi dan golongan tertentu saja. (Q.s. al-Hadid: 25)

5. Konservasi : Al Ikhsan- melindungi & menjaga sumber agraria, memanfaatkan dengan batasan tertentu, 
mengembangkan pengetahuan, menjaga kelestarian alam.

6. Pertanggungjawaban; mengelola tanah secara bertanggungjawab, memiliki tanpa menelantarkan, 
karena Allah tidak menciptakan semua tidak main-main (al-Mukminun (23): 115)

7. Partisipasi; Setiap individu mengemban tanggungjawab atas pemeliharaan sumber agrarian dan 
pemanfaatannya, dan juga mencegah penyelewengan dalam pemenafaatan sumber agrarian. (Q.s. Ali 
Imran: 110)



Hak Individu, Hak Komunal dan Lembaga, serta Hak Negara 
atas Tanah

1. Kedaulatan atas sumber agraria ada di tangan Rakyat, negara 
sebatas sebagai pengambil kebijakan dan penjamin bahwa 
kedaulatan rakyat atas tanah itu terselenggara secara adil.

2. Setiap Orang Berhak atas Tanah, dan Negara wajib menghadirkan
kepemilikan itu

3. Islam mengajarkan bahwa tanah yang dimiliki seseorang tidak boleh
dibiarkan tanpa manfaat.

4. Islam mendahulukan kepentingan hajat hidup orang banyak sebagai 
bentuk penjagaan jiwa,  dari sekedar kepentingan privat dan 
golongan, investasi, dan korporasi.



Panduan Praktis (al-Aḥkām al-Far‘iyyah) Terkait Agraria

• Aspek umum dari Fikih Agraria secara umum dapat ditelusuri dari tiga hal berikut. 

• Pertama, beberapa ketentuan al-Quran, antara lain surah al-Taubah (9) ayat 34, surah al-Ḥasyr 
(59) ayat 7 dan 8, surah al-Humazah (104) ayat 2 yang mengandung prinsip: Kebebasan individu 
dalam kepemilikan tanah, pembagian tanah hasil rampasan perang, redistribusi lahan dari yang kaya ke yang 
membutuhkan, larangan mengambil lahan milik secara paksa

• Dua, dari beberapa hadist dapat ditarik prinsip: pengalihan kepemilikan dengan ganti rugi, mengutamakan 
hak milik bagi orang yang membuka dan memanfaatkan lahan secara produktif (sertifikasi), pengambilalihan 
tanah yang tidak dimanfaatkan kepada yang mereka yg mampu memanfaatkan secara produktif, kepemilikan 
tanah untuk spekulasi keuntungan, pembagian kembali tanah-tanah yg diserahkan kembali kepada 
pemerintah.

• Tiga,  praktik kepemimpinan setelah rasul dapat diambil prinsip: pencegahan penumpukan kepemilikan pada 
segelintir orang apalagi pada aparat negara dan pengusaha (oligarki), memberi prioritas untuk memiliki dan 
memanfaatkan lahan kepada seseorang yg secara historis dapat dibuktikan kepemilikannya, setelah tanah itu 
dikuasai negara.



Dinamika dan Kompleksitas Problem Agraria

A. Aspek Hulu dan Hilir Problematik Agraria di Indonesia; dimensi politik sebagai 
aspek hulu, dimensi empirik sebagai aspek hilir (Busyro Muqodas)

B. Kedaulatan Rakyat atas Sumber Agraria dan Retorika kebijakan

C. Komunitas adat & Agraria; Konflik tiga aras:  Negara-Korporasi-Komunitas Adat 
& Masyarakat, Praktek lokal dalam peladangan, Hukum Adat

D. Kapitalisme Negara dan Praktek Kartel dalam Agraria

E. Kebutuhan Masyarakat dan Distribusi Agraria untuk Pertanian



Menuju Pembaruan dan Tata Kelola Agraria yang Berkemajuan

A. Agraria dan Kedaulatan Bangsa

• Aspek hulu dan hilir memberi indikasi tentang belum tegaknya kedaulatan bangsa atas sumber agrarian.

• Dalam kasus terakhir, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja atau 
Omnibuslaw yang telah diusulkan oleh Pemerintah Jokowi dan disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 
2020. Dalam pandangan Muhammadiyah UU Omnibus Law telah dirancang secara sistematis untuk 
kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam negara, dan menguntungkan kepentingan investor, 
sehingga mencederai kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila. Ada kesan bahwa 
Kedaulatan Bangsa digadaikan dalam UU Cipta Kerja.

• Dalam UUPA 1960 terdeskripsikan dengan jelas tentang pembaruan dan tata kelola agraria yang memberi 
landasan tentang kedaulatan rakyat atas tanah, tanah memiliki fungsi sosial, anti monopoli korporasi 
swasta, tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, pengutamaan gotong royong, tanah untuk penggarap, 
tanah harus dimanfaatkan dan tidak boleh ditelantarkan, dan hanya warga negara Indonesia asli yang 
memiliki hubungan abadi dengan sumber agraria di Indonesia. Perlu Kembali ke semangat UUPA dengan 
meluruskan catatan sejarah yang diwarnai aspek politis yang cenderung memberi stigma bahwa UUPA 
bagian dari agenda PKI. 

• Sebagai implementasi atas pembaruan dan tata kelola agraia untuk merebut kembali kedaulatan bangsa di 
bidang agraria, maka perlu adanya panduan etika hukum seputar kewajiban elemen masyarakat sipil, baik 
perguruan tinggi, NGO, lembaga swadaya masyarakat dalam peran edukasi dan advokasi dalam problem 
keagrariaan.



Menuju Pembaruan dan Tata Kelola Agraria yang Berkemajuan

B. Tanggungjawab Negara dan Dunia Usaha

• Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara sumber agraria dan melestarikannnya, 
mendorong secara personal dan kelembagaan, organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk dunia 
usaha dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

• Di samping itu pemerintah juga wajib menghilangkan berbagai macam kerusakan yang muncul 
sebagai dampak dari aktivitas dunia usaha, serta memiliki kewajiban memperbaiki tempat tempat 
yang dapat menyebabkan kerusakan sumber-sumber agraria, serta wajib menyediakan asuransi 
terhadap kerusakan lahan dan lingkungan yang tidak bisa dicegah dan dicarikan pemecahannya

• Dunia usaha memiliki tanggung jawab atas dampak yang timbul dari keputusan dan 
aktivitasnya. 

• Pemerintah juga harus menghentikan proyek-proyek dan aktivitas dunia usaha yang dapat menimbulkan 
kerusakan sumber agraria yang berjangka panjang dan permanen.



Menuju Pembaruan dan Tata Kelola Agraria yang Berkemajuan

C. Reaktualisasi Gerakan Wakaf Agraria Melalui Persyarikatan Muhammadiyah

• Penguasaan tanah melalui wakaf atas nama Persyarikatan Muhammadiyah telah 
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang 
dipertegas lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

• Dalam Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan 
bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik adalah bank 
Pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah 
(Usman, 2019: 34-42).

• Rujukan UUPA 1960 dan UU No.41/ 2004 tentang Wakaf

• Pengelolaaan wakaf Muhammadiyah berupa tanah dapat dikaitkan dengan reaktualisasi 
wakaf dalam rangka pembaruan dan tata kelola agraria (Shohibuddin, 2019). Wakaf 
dapat dijadikan gerakan dalam pembaruan agraria, sebagaimana dapat dirunut dari masa 
pemerintahan khalifah Usman. Dalam masa pemerintahan Usman, tiga perempat dari 
lahan pemerintahannya adalah tanah wakaf.



Menuju Pembaruan dan Tata Kelola Agraria yang Berkemajuan

D. Tata Kelola Agraria untuk Kemajuan Umat

Solusi Hulu

• Diperlukanya fatwa yang berkisar pada UU Perpolitikan. Misal: fatwa 
tentang UU Pemilu yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Islam.

• Fatwa MTT mengenai posisi MK, MA, KPK, Polri dan DPR.

• Fatwa MTT mengenai posisi CSO (termasuk di dalamnya dosen yang 
seharusnya memberikan sumbangsih lebih dalam untuk negara, tidak 
hanya mengajar).

• MTT disarankan juga untuk membuat etika kepemimpinan yang 
transaksional.



• Solusi permasalahan hilir, diperlukan fatwa mengenai etika 
hukum dalam hal berikut:

• Pentingnya panduan etika hukum (seperti fatwa) seputar 
proporsi hak kebebasan individu dalam konteks kepemilikan 
tanah dalam fungsi sosial. Misalnya kepemilikan tanah adat yang 
justru dikalahkan oleh kepentingan korporasi.

• Pentingnya panduan etika hukum seputar proporsi hak 
kebebasan individu dalam konteks kedudukan dan kewajiban 
negara dalam redistribusi tanah dan batasan wewenang 
pengambilalihan hak atas tanah penduduk.

• Pentingnya panduan etika hukum seputar relasi antara pemilik 
tanah dengan negara untuk pemanfaatan tanah penduduk.



Edukasi

Pemerintah bersama masyarakat, perlu membuat semacam “kurikulum” agraria sebagai 
panduan moral (SOP) bagi masyarakat dalam menghadapi kasus rebutan lahan tanah dan 
sebagainya. Demikian pula literasi hukum dan UU terkait agraria

Advokasi

Perlu adanya advokasi hukum yang lebih spesifik bagi para korban penggusuran serta 
pengambilalihan paksa terhadap tanah rakyat yang sah. Jika pun ada pengambilalihan 
secara sah, maka upaya tersebut tetap berbasis pada prinsip kemanusiaan dan berkeadilan.

Regulasi

Tata kelola agraria yang baik tentu harus melibatkan negara sebagai kuasa atas kebijakan 
terhadap rakyat. 

Kebijakan negara tentang regulasi sumber-sumber agraria harus mempertimbangkan akses,
yaitu “siapa sajakah yang nyata-nyata dapat mengambil manfaat dari sesuatu hal, dan 
melalui proses-proses macam apakah mereka dapat melakukan hal tersebut” (Ribot & 
Peluso 2003: 154; Shohibuddin 2018:34).

Terdapat dua kategori mekanisme akses berlandaskan pada hak-hak dasar berdasarkan 
hukum (right-based access) dan akses berdasar mekanisme relasi dan struktur sosial 
(structural and relational access mechanisms).



• Kebijakan negara tentang regulasi sumber-sumber agraria 
harus mempertimbangkan akses, yaitu “siapa sajakah yang 
nyata-nyata dapat mengambil manfaat dari sesuatu hal, 
dan melalui proses-proses macam apakah mereka dapat 
melakukan hal tersebut” (Ribot & Peluso 2003: 154; 
Shohibuddin 2018:34).

• Terdapat dua kategori mekanisme akses berlandaskan 
pada hak-hak dasar bersdasarkan hukum (right-based 
access) dan akses berdasar mekanisme relasi dan struktur 
sosial (structural and relational access mechanisms).



Catatan Tambahan untuk Gerakan Pembaruan dan Tata Kelola Agraria 
Berkemajuan

• Ide dasar dalam UUPA dapat ditelusuri dari gagasan Moh Hatta, dalam Pidato di bulan 
Februari 1946 “Ekonomi Indonesia di Masa Depan” betrisi tiga prinsip pengelolaan 
Agraria: pengaturan prinsip penggunaan lahan oleh perusahaan, kepemilikan lahan oleh 
masyarakat-perusahaan tidak boleh mengalihkan kepemilikan, hanya luas lahan terbatas 
boleh dikuasai perusahaan, roh dari pasal 33 UUD 1945. PKI tidak menyetujui UUPA 
karena ada kepemilikan pribadi. Kenyataan sejarah:  pelaksanaan UUPA pertama kali 
ditunggangi PKI untuk mendapat dukungan petani dan rakyat pedesaan, namun UUPA, 
land reform, dan tatakelola agrarian bukan identic dengan PKI. Kembali ke Sosialisme 
Islam-Visi Al Ma’un

• Gerakan menuju pembaruan dan tata Kelola agrarian berkemajuan mencakup tiga aspek; 
politik rekognisi, politik redistribusi, dan politik representasi (Shohibuddin, 2020)

• Prinsip tatakelola agrarian: Pro-poor, demokratis --- visi Al-Ma’un



Maturnuwun


